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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilaksanakan
pengadaan barang/jasa secara elektronik:

|

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 131
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kuantan Singingi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi:

Undang-Undang Nomor $ Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3817): |

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, KabupatenRokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181: Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4355):

. "

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan .:
|Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ami2004 Nomor 53: Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan”
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor Na
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843):
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855):
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

PengadaanBarang/Jasa Pemerintah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah:
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan
secara Elektronik.
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan
Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2008 Nomor 1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011
Nomor 1)
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 Nomor )
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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI. -
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi:
Bupati adalah Bupati Kabupaten Kuantan Singingi:

. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan
barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan
barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi
dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundangan-undangan :
Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit
pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang bertugas secara
khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement:
LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi:
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP
adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan
kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah:
Sistem pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman
meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang
dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya,
Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang dianggkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutanya disebut KPA adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari
pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi
Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut Panita adalah tim yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa,

. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa,
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi
Syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan:
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang
dikeluarkan oleh LKPP.

. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement.
User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang Oh
digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk “ ! : -memverifikasi User /D kepada SPSE.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi
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BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem
Pelelangan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan e-Procurement di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

BAB IV
ETIKA E-PROCUREMENT

Pasal 4

1. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

2. Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib :
a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri

dari
User ID danpassword,

b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik
yang tidak diperuntukkan bagi umum.

3. Semua pihak dilarang:
a) Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement:
b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem

«

e-
Procurement.

ib

n

BAB V
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN

E-PROCUREMENT

Pasal 5

1. Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari:
a) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK):
b) ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan:
c) Penyedia Barang/Jasa, dan
d) LPSE. "

2. Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c, d adalah para pihak yang sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6
|

Tugas, dan fungsi LPSE

“1. LPSE mempunyai tugas meliputi :

a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan:



b. memfasilitasi Panita/ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman
pelaksanaan pengadaan,

c. memfasilitasi Panita/ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa secara elektronik:

d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan
menjadi Pengguna SPSE,

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi.
LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket
pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan,
penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta
adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita
acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil

pelelangan/seleksi/pemilihan langsung,
penetapan

pemenang dan pengumuman, serta
isi sanggahan dan jawaban.

2

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas , LPSE
menyelenggarakan fungsi meliputi:

a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi:

b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya :
c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE :
d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 8
Organisasi LPSE

. Organisasi LPSE terdiri dari :

Pembina,
Pengarah,
Penanggung jawab,
Ketua
Sekretariat
Bidang Administrasi dan Sistem Elektronik:
Bidang Registrasi dan Verifikasi:
Bidang Layanan dan Dukungan.

Personil LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial:
b. memiliki integeritas moral,

disiplin
dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas.
Personil LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
Personil LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Tugas dan fungsi organisasi LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih
lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
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BAB VI
TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 9

Personil yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima
tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan andaerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja. nan
Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) '

(ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
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Pasal 10

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan
formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE

|

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

1. LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/Panita/ULP/Pejabat Pengadaan
2. LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 12

1. Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/Panita/ULP/Pejabat Pengadaan, antara
lain:
a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum

pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional:
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan

teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik:
c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan

proses pengadaan barang/jasa secara elektronik: dan :

d. menerlma masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE
2. Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain

a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik:

b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan
pengembangan Aplikasi SPSE.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 13

1. Pelaksanaan e-Procurement digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola
oleh LPSE.

2. Tata cara e-Procurement dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku
manual yang diterbitkan oleh LKPP.

Pasal 14
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik :

1. Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan
dilakukan melalui aplikasi www.Ipse.kuansing.go.id.

2. User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan representasi dari pengguna dan
terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement.

3. User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh
dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai
salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut. -4. Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-procurement menggunakan
metodologi MDS yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap
dokumen elektronik. Bila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuandan...memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan
dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan ' hash key yang

. dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa



dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
5. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapatdiberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat

secara tertulis mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 15

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusatinformasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 16

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 17

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:1. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan
melaluifasilitas yang tersedia dalam SPSE.

2. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasakepada Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement LKPP.

Pasal 18

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK,apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

|

Pasal 19

1. Pedoman pelaksanaan pelelangan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) disemua unit kerja/SKPD Kabupaten Kuantan Singingi efektif berlaku mulai tanggal 1Januari 2011
2. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bupati ini maka seluruh atau sebagian prosespengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Kabupaten Kuantan Singingi dapat. menerapkan e-Procurement.

|
3. Seluruh Pengadaan Barang/Jasa di semua unit kerja / SKPD Kabupaten KuantanSingingi setelah 31 Desember 2011 diwajibkan menerapkan e-Procurement.4. Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing - masing pimpinan unit kerja /SKPD Kabupaten Kuantan Singingi dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

4

Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan: ah 1

|

menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga
|

seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Kuantan4

Singingi
menggunakan e-Procurement.



5. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement
LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk
penyempurnaan SPSE.

6. Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama
dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam.
pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkandi : Teluk Kuantan
Padatanggal : Februari 2011

SAK ANTAN SINGINGI
ANNA

Diundangkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : Februari 2011
Plt. SEKRETARIS DAE KUANTAN SINGINGI

Drs. MUHARMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19570901 197701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR

SL


